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Pertanyaan yang diajukan kepada  Arbiter sebagai perwakilan dari BANI 

degan skripsi yang berjudul Wewenang Pengadilan Negeri Dalam 

Menyelesaikan Sengketa  Perjanjian yang Telah Diputus Oleh 

Lembaga Arbitrase. 

 

Hari/tanggal : Senin / 7 Oktober  2019 

Jam   : 10.30 – selesai 

Lokasi  : IKADIN (Ikatan Advokad Indonesia) Jalan Kenanga Raya 

Simpang Asoka No 1b   

Pewawancara  : Abdul Hakim Marpaung 

Narasumber  : Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum 

 

1. Apa sebab (raison d'etre) klausa arbitrase memiliki wewenang absolut? 

Jawaban : klausa arbitrase memiliki wewenang absolut dalam UU 

30/1999 pasal 3 telah menyatakan bahwa pengadilan 

negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak 

yang telahterikat dalam perjanjian arbitrase. Klausul 

arbitrase atau perjanjian arbitrase adalah 

pilihan/kesepakatan para pihak yang harus dipatuh oelh 

para pihak sebagai undang-undang (lihat npasal 1338 dan 

1320 KUHPerdata). Sehingga selain UU no 30/1999 maka 

sifat dari suatu perjanjian menjadikan klausul arbitrase 

menjadi absolut. 
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2. Bagaimana sifat putusan arbitrase bersifat final?  

Jawaban: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak 

sesuai pasal 60 UU. 30/1999. maksudnya tidak ada 

banding kasasi, PK. 

 

3. Hal hal apa saja yang tidak boleh dicampuri oleh pengadilan terkait 

dengan perjanjian arbitrase? 

Jawaban: Hal-hal yang tidak boleh dicampuri oleh pengadilan terkait 

perjanjian. adalah hal-hal yang di sepakati oleh para pihak 

yang tidak bertentangan dengan syarat subyektif dan syarat 

obyektif suatu perjanjian (1320 KUHPerdata). 

Para pihak telah memilih Forum penyelesaian sengketa 

melalui Arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang 

lagi mengadili perkara tersebut. 

Terkait arbitrase : Ketua pengadilan negeri tidak boleh 

mencampuri isi putusan arbitrase, akan tetapi jika para 

pihak berselisih mengenai penunjukkan arbiter maka dapat 

dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri untuk 

menyelesaikannya. Ketua pengadilan negeri dapat 

memeriksa tata cara pengangkatan Arbiter/ majelis Arbiter 

apakah telah sesuai dengan UU atau melanggar UU (lihat 

pasal 62 UU NO 30/1999) 
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4. Dapatkah arbiter digugat sebagai pihak atas putusan yang telah 

dikeluarkan oleh arbitrase tersebut? 

Jawaban : Arbiter atau Majelis Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung 

jawab hukum apapun, kecuali dapat dibuktikan adanya 

iktikad tidak baik dari tindakannya (Pasal 21 UU no 30 

/1999) sehingga arbiter/ majelis Arbiter dapat digugat akan 

tetapi harus dapat dibuktikan itikad tidak baiknya. 

Bagaimana membutuhkan itikad tidak baiknya maka hal-hal 

yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 / 1999 harus dapat 

dibuktikan terlebih dahulu. 

 

 

Pembimbing dan Narasumber 

 

 

Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum 
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